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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pada era digital saatini, banyakkitatemuiberbagaimacamsumberberita, baikberita

yang menyajikaninformasi yang benardan valid

sepertipadatayanganTelevisidansuratkabarlainnya yang telahterverifikasi, danberita

yang menyajikanberitakabarbohongatauHoax, sepertipadaakunFacebokatau media

sosiallainnya, yang

seringdisalahgunakanolehseseorangataukelompoktertentuuntukmemberikaninformasi

Hoaxatauinformasitidak valid kepadamasyarakat,

untukmenjatuhkanmartabatseseorang/pejabattertetentu, yang

dapatmenimbulkanpresepsiburukdanprovokasidikalanganmasyaratmaupunpadapejaba

t/pemerintah, sehinggamenimbulkankegaduhan.

KabarbohongatauHoaxadalahsuatuberita yang

tidakbenartentangfaktadankeabsahannya, beritabohong, ialahfakta yang

diplintirkanataudirekayasauntuktujuanpolitikdankepentingankelompoktertentuuntukm

embuatkegaduhandankecemasanbagimasyarakatluas.

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saatiniberkembangluarbiasabahkan

Indonesia menempatiurutanke 6 duniadalampenggunaan internet (media sosial)3.

Denganpenggunaan media sosial yang sangatluastersebut,

makakejahatanterhadappelanggaran UU ITE rentanterjadi yang

3https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-pengguna-internet-terbesar-di-
dunia/(diaksestanggal 9 Juni 2020, pukul 14.00)
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dilakukanolehkelompoktertentuuntukmenyerangkolompoklainnya yang

dipenuhiberitainformasipalsuHoax,provokasi, fitnah, sikapintoleran, dan anti

Pancasila.

Kemajuanteknologi di era globalisasimembuatinformasibegitucepatberedarluas.

Keberadaan internet sebagai media online membuatinformasi yang

belumterverifikasibenar, langsungberedarluasdimasyarakat.

Hanyadalamhitungandetik,

suatuperistiwasudahbisalangsungtersebardandiaksesolehpengguna internet melalui

media sosial.  Bahkanmasyarakatpadaumumnyabelummemahamimateriinformasi

yang disebarkan,

namunreaksiatasinformasitersebutsudahlebihdahuludinilaidenganresponberagamMula

iresponPositifsepertimenyaringdanmencarikepastianinformasiberita yang disebarkan,

hinggaresponnegatif yang

mendukungdanmenyebarkaninformasitersebuttanpamengoreksikebenaranyasehingga

menyebabkanseseorangdapatdipersalahkankarenamelanggarketentuan UU ITE.

Dalam KUHP

terdapatdelikpenghinaantentangKejahatanterhadapMartabatPresidendanWakilPreside

nyaitupasal 134 danPasal 137 tentangPenghinaanKepadaPresidendimukaumum4.

JikapenghinaandanataupencemarannamabaikdipidanaberdasarkanPasal 27 ayat (3)

UU ITE. Dan jikabermuatanmenimbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA

dipidanaberdasarkanPasal 27 ayat (2) UU ITE.

4Andi Hamzah.Delik-DelikTertentu di dalam KUHP. (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hal. 56
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SepertikasusdibawahinibahwaterdakwaatasnamaAshyaduAmrinterbuktimempostin

g di facebooknyapadatanggal 7 Oktober 2017 denganjudul “Kalaugakngutang, yajual

asset negara. ItukehebatanJokowi”. Dan padatanggal 20 November 2017

terdakwajugamempostingpadaakunfacebooknyadenganjudul “Beda Level, Umar Bin

KhattabadalahKhalifah, sementaraJokowicumajongosnyaasengdanasing”.

PostinganterdakwatersebutdilihatolehWisnuWidiatmoko. S.Komselakusaksi yang

jugabekerjasebagaiPolisi di

SatgasPatroliSiberpadaDirektoratTindakPidanaSiberBareskrimPolri.Sehinggasaksime

laporkanperbuatanterdakwadanmemprosesnya.

Setelahitudilakukanpenangkapanolehpetugaskepolisiandanmenemukanalatbuktiberup

aHandphoneXiaomi yang digunakanterdakwauntukmenyebarkanpostingan Hoax nya

di facebook. Setelahpolisimelimpahkankasustersebutkepadapengadilan, dan

Hakimpun menyatakanterdakwabersalahkarenatelahmenyebarkanberitabohongatau

hoax yang bertujuanuntukmencemarkannamabaikKepala Negara atauPresiden.

Tersangka pun dijatuhihukumanpenjaraselama2tahun 6 bulanoleh hakim.

Berdasarkanlatarbelakang di atas,

makapenulisinginmelakukanpembahasanmengenaiKaryaIlmiahdengandnganJudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR HOAX YANG

DAPAT MENJATUHKAN WIBAWA KEPALA NEGARA

(StudiPutusanNomor. 196/ Pid.Sus / 2019 / PN Bks.)

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalah di atas,

makapenulismerumuskansuaturumusanmasalah yang
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akandibahasdalamskripsiyaituBagaimanakahPertanggungjawabanPidanaPelakuPenye

bar Hoax Yang DapatMenjatuhkanWibawaKepala NegaraDalamPutusan No.

196/Pid.Sus/2019/PN Bks.)

C. TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusan di atas, maka yang

menjaditujuandalampenelitianiniadalah:Untukmengetahuibagaimanapertanggungjawa

banpidanapelakupenyebar hoax yang

dapatmenjatuhkanwibawakepalanegaradalamKasusPutusan No.196/Pid.Sus/2019/PN

Bks).

D. ManfaatPenelitian

Berdasarkantujuanpenelitiantersebut, maka yang

menjadimanfaatdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. ManfaatTeoritis

Bahwahasilpenelitianinidiharapkandapatmenyumbangkanpikirandibidanghukum

yang akanmengembangkandisiplinilmuhukumpidana,

khususnyamengenaitindakpidanakhususmengenaipenyebaranberitabohongatau

hoax yang dapatmenjatuhkanwibawakepala negara.

2. ManfaatPraktis

a. Diharapkandenganhasilpenelitianinidapatmemberikanmanfaatsecarapraktiskepa

daaparatpenegakhukumkhususnya Hakim, Jaksa,

PolisidanPengacaradalammemahamitindakpidanapenyebaranberitabohongatau

hoax yang dapatmenjatuhkanwibawakepala negara.
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b. Dapatmemberikanpemahamandanpenjelasanbagimahasiswamaupunmasyarakat,

mengenaipemidanaanpelaku yang melakukanpencemarannamabaikatau yang

sengajamenyebarkanberitabohongatauHoax.

3. ManfaatBagiPenulis

Manfaatpenelitianinibagipenulisyaitu:

a. Untukmemenuhisalahsatusyaratdalamrangkapenyelesaianstudi Program

SarjanaIlmu Hukum.

b. Bahwapenulisanskripsiinidapatmemberikanmanfaatdalammengembangkanwaw

asanpenuliskhususnyaberkaitandengantindakpidanaterhadappelakupenyebaranb

erita Hoax yang dapatmenjatuhkanWibawaKepala Negara.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TinjauanUmumMengenaiPertanggungjawabanPidana

1. PengertianPertanggungjawabanPidana

Konsepliability atau “pertanggungjawaban” dalamhukumpidana merupakan

konsepsentral yang dikenaldenganajaran kesalahan. Dalambahasalatinajaran

kesalahandikenaldengansebutanmens rea. Doktrinmens reainidilandaskan pada

konsepsibahwasuatuperbuatantidakmengakibatkanseseorangbersalahkecualijikapemik

iran orang itujahat. Didalamdoktrinitu, terdapatduasyarat yang

harusdipenuhiuntukdapatmemidanaseseorang, yaituadaperbuatanlahirlah yang

terlarang/tindakpidana (actus reus) da nada sikapbatinjahat/tersela (mens rea)5.

Pertanggungjawabanpidana di artikansebagaiterusancelaan yang objektif yang ada

pada perbuatanpidana dansecarasubjektif yang adamemenuhi syaratuntuk

dapatdipidanakarenaperbuatannyaitu. Dasar adanyaperbuatan pidana

adalahasaslegalitas, sedangkandasardapatdipidanapembuatadalahasaskesalahan.

Iniberartibahwapembuatperbuatanpidanahanyaakandipidanajikaiamempunyaikesalah

an danmelakukanperbuatanpidanatersebut. Pertanggungjawabanpidana pada

hakikatnyamerupakanmekanisme yang dibangun oleh

hukumpidanauntukberaksiterhadappelanggaranatas “kesepakatanmenolak”

suatuperbuatantertentu.6

5Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum PidanaKorporasi, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2015),
Hal.93

6Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), Hal.156.
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MenurutSudartopertanggungjawabanpidanaadalahdipidananyaseseorangtidaklahcu

kupapabila orang itutelahmelakukanperbuatan yang

bertentangandenganhukumataubersifatmelawanhukum. Jadi,

meskipunperbuatantersebutmemenuhirumusandelikdalamundang-undang dan

tidakdibenarkan, namunhaltersebutbelummemenuhisyaratpenjatuhanpidana, yaitu

orang yang melakukanperbuatanitumempunyaikesalahnataubersalah. Orang

tersebutharusdipertanggungjawabkanatasperbuatannyaataujikadilihatdarisudutperbuat

annya, perbuatannyabarudapatdipertanggungjawabkankepada orang tersebut.7

Pertanggungjawabanpidana pada hakikatnyamerupakansuatumekanisme yang

dibangun oleh hukumpidanauntukbereaksiterhadappelanggaranatas

‘kesepakatanmenolak’

suatuperbuatantertentu8.Perbuatanpidanahanyamenunjukkepadadilarangnyaperbuatan

. Apakah orang yang telahmelakukanperbuatanitukemudian juga dipidana, tergantung

pada soal, apakahdiadalammelakukanperbuatanitumempunyaikesalahanatautidak.

Apabila orang yang melakukanperbuatanpidanaitumemangmempunyaikesalahan,

makatentudiaakandipidana. Asas yang tidaktertulis:

“tidakdipidanajikatidakadakesalahan”, merupakandasardari pada

dipidananyasipembuat.9

2. Syarat-SyaratPertanggungjawabanPidana

7Mahrus Ali,Asas-Asas Hukum PidanaKorporasi,Op.cit, Hal 95.
8Mahrus Ali,Asas-Asas Hukum PidanaKorporasi,Op.cit, Hal.94.
9Roeslan Saleh, PerbuatanPidana Dan PertanggungjawabanPidana, (Jakarta:Aksara

Baru,2012)hal.75
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Pertanggungjawabanpidanamenjuruskepadapemidanaanpetindak,

jikatelahmelakukansuatutindakpidana dan memenuhiunsur-unsurnya yang

telahditentukandalamUndang-undang. Dilihatdarisudutterjadisuatutindakan yang

terlarang(diharuskan)

seseorangakanmempertanggungjawabkanpidananyaapabilatindakantersebutbersifatm

elawanhukumataurechtsvaardigingsgrond.

Dilihatdarisudutkemampuanbertanggungjawab, makahanya yang

“mampubertanggungjawab” yang dapatmempertanggungjawabkanperbuatannya. Jadi,

syaratpertanggungjawabanpidanaadalahadanyaperbuatan,

laluperbuatantersebutmelawanhukum, dilakukandengankesalahan (dolusdan culpa).

Aspekkesalahan (schuld) merupakanasas fundamental

dalamhukumpidanadalammenentukandapatdipidananyapembuat (culpabilitas)10.

Dapatlahdikatakan,

bahwauntukmenentukanadanyakemampuanbertanggungjawabiniadaduafaktor,

yaitufaktorakal dan faktorkehendak. Akal, yaitudapatmembeda-

bedakanantaraperbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kehendak,

yaitudapatmenyesuaikantingkahlakunyadengankeinsyafanatas mana diperbolehkan

dan yang

tidak.Memangtidakmudahuntukmembedakanantarakesengajaandengansadarkepastian

dan kesengajaandengansadarkemungkinan,

karenakeduanyaberadadidalambatinmanusia11.

10Ishaq. Hukum Pidana. (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2020), hal. 96
11TeguhPrasetyo. Hukum Pidana. (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2010), hal. 100
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Berdasarkanpenjelasandiatasada 4 (empat)

syaratdaripertanggungjawabanpidanayaitu:

a. Perbuatan

Perbuatan yang dapatdipertanggungjawabkankepadapelakuadalahkelakuan yang

dapatdicelakepadanya. Celaandisinitidakperlusuatucelaansecaraetis,

tetapicukupcelaansecarahukum12.

b. Melawan Hukum (Wederechtelijk)

Melawanhukumartinyaadalahsuatutindakan yang bertentangandenganundang-

undangatautidaksesuaidenganlaranganataukeharusan yang

ditentukandalamundang-undangataumenyerangsuatukepentingan yang dilindungi

oleh undang-undang.

c. Kesalahan

Kesalahanadalahhubunganbatinantarapelakudenganperbuatan yang dilakukannya.

Jika perbuatandikehendaki, makaperbuatanitudengansengaja.

Apabilatidakdikehendaki,

makaperbuatantersebutterjadikarenasuatukealpaan13.UnsurKesalahanselalumeliput

isuatutindakpidanabaiksecaraeksplisitdalamrumusantindakpidanamaupuntidakterc

antumdalamrumusantindakpidana,

kecualidalamrumusantindakpidanatersebutterdapatunsurkealpaan14.

d. PatutDipidana

12Eddy O.S Hiareij. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka,
2015), hal. 157

13Ibid., hal. 159
14AgusRianto. TindakPidanaPertanggungjawabanPidana. (Surabaya: Kencana, 2016), hal. 2
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Patutdipidanaadalahmempersalahkan/mempertanggungjawabkanseseorang yang

melakukanperbuatanmelawanhukum dan memberikansanksipidanaapa yang

sepatutnyadikenakankepadapelaku. Patutdipidana juga

memilikipengertianbahwaperbuatantersebutdiatur oleh hukum.

B. TinjauanUmumMengenaiPenghinaan

1. PengertianPenghinaandalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaanadalahmenghinayaitu “Menyerangkehormatan dan

namabaikseseorang”. Yang diserangitumerasakanmalu. Kehormatan yang

diserangdisinihanyamengenaikehormatan yang dapatdicemarkan15.

PengertianPenghinaandalamKUHPialahtindakpidana yang

menyeranghakseseorangberupamerusaknamabaikseseorangataukehormatanseseorang.

Perbuataninidiaturdalampasal 315KUHP yang memuatsuatutindakpidana yang

disebutpenghinaanbersahaja dan yang

dirumuskansebagaisetiappenghinaandengansengaja yang tidakbersifatmenista16.

IstilahPenghinaanyaitusemuajeniskejahatan yang dirumuskandalam Bab XVI buku

II. Dalampasal 310 ayat (1) dimuatsemuaunsur, baik yang bersifatobjektif

(perbuatan/objeknya) maupun yang bersifatsubjektif (kesalahan,

berupasengajamelakukanperbuatan dan

15AdamiChazawi.Hukum PidanaPositifPenghinaan. (Malang: Media Nusa Creative,2016),
hal. 267

16IsmuGunadi.Hukum Pidana.(Jakarta: Kencana,2014), hal. 192
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maksudpembuatdalamhalmelakukanperbuatan). Pada

kenyataannyamemangsemuakejahatan yang masukpenghinaan (Bab XVI buku II),

maupunpenghinaankhususdiluar Bab XVI mengandungsifat yang

samadengankejahatanpencemaran.

PenghinaanterhadapPresiden dan Wakil Presidenmerupakansuatutindakpidana

yang diberikualifikasipenghinaankhusus yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar

pada beberapapasal yang masukkedalambab yang berbeda-bedaobjeknya,

ataukepentinganhukum yang dilindungisebagaidasarpengelompokan masing-masing

tindakpidana. Oleh karenaberbeda-bedadasarpengelompokanpenghinaan di luar Bab

XVI inilah, makatidak salah disebutsebagaipenghinaankhusus17.Mengandungsifat

yang samatidaksamaartinyadenganmengandungunsur yang sama. Sifat yang sama,

terletakbaik pada perbuatannyamenyerang, objeknyakehormatan dan namabaik,

maupunkesengajaanbaik yang ditujukan pada perbuatanmaupun yang

ditujukankepadaakibat. Dicontohkankepadapengaduan fitnah,

meskipunperbuatannyamaterilnya (mengajukanpengaduan dan pemberitaanpalsu)

berbedadenganperbuatanmateril pada pencemaran (menyerangkehormatan dan

namabaik)

namunsifatkeduakejahatanituadalahsama.Pencemarannamabaikhanyadapatdiprosesol

eh polisiapabilaadapengaduandaripihak yang merasadicemarkannamabaiknya18.

2. Unsur-UnsurPenghinaandalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

17GomgomSiregar.SuatuAnalisisMengenaiTindakPidanaPencemaran Nama BaikMelalui
Media Elektronik.(Bandung: Refika Aditama,2020), hal. 89

18LedenMarpaung.TindakPidanaTerhadapKehormatan.(Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 3
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Setiapperbuatan/penghinaanharusmengandungunsur-

unsurapabilainginditetapkansebagaiperbuatanpidana. Berikutiniunsur-

unsurpenghinaanataupencemarannamabaikmenurutpasal 310 KUHP:

a. UnsurSubjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatanpencemaranterdapatduaunsurkesalahan, yaknisengaja(opzettelijk) dan

maksudatautujuan. Walaupundalamdoktrin, maksudituadalah juga kesengajaan

(dalam arti sempit), yang disebutdengankesengajaansebagaimaksud. Tetapi,

fungsiunsursengaja dan unsurmaksuddalampencemaranberbeda. Sikapbatin

“sengaja” ditujukan pada perbuatanmenyerangkehormatanataunamabaik orang

(perbuatan dan objekperbuatan). Sementarasikapbatin “maksud” ditujukan pada

unsur “diketahui oleh umum” mengenaiperbuatanapa yang dituduhkan pada orang

itu.

b. PerbuatanMenyerang

Perbuatanmenyerang(aanranden), tidaklahbersifatfisik, karenaterhadapapa yang

diserang (objeknya) memangbukanfisiktapiperasaanmengenaikehormatan dan

perasaanmengenainamabaik orang.

c. Objek: Kehormatan dan Nama Baik Orang

Objek yang diserangadalah rasa/perasaanhargadirimengenaikehormatan(eer), dan

rasa/perasaanhargadirimengenainamabaik(goedennaam) orang. Rasa

hargadiriadalahintinyaobjekdarisetiappenghinaan. Rasa

hargadiridalampenghinaanadalah rasa hargadiridibidangkehormatan, dan rasa

hargadiridibidangnamabaik.namabaikdisiniberarti rasa hargadiriatauharkat-

matabat yang didasarkan pada pandanganatauataupenilaian yang
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baikdarimasyarakatterhadapkeadaan dan

sifatpribadiseseorangdalampergaulanhidupdalammasyarakat.19

d. Caranya: Denganmenuduhkanperbuatantertentu

Diatastelahditerangkanbahwaperbuatanmenyerangditujukan pada rasa

hargadiriataumartabat (mengenaikehormatan dan namabaik) orang,

denganmenggunakan kata/kalimatmelaluiucapan,

caranyadenganmenuduhkansuatuperbuatantertentu. Jadi yang

dituduhkansipembuatharuslahmerupakanperbuatantertentu, dan bukanhal lain

misalnyamenyebutseseorangdengan kata-kata yang tidaksopansepertibodoh,

malas, anjingkurapan dan lain sebagainya20.

Apabilaunsur-unsurpenghinaanataupencemarannamabaikinihanyadiucapkan

(menistadenganlisan), makaperbuatanitutergolongdalampasal 310 ayat (1) KUHP.

Namun, apabilaunsur-unsurtersebutdilakukandengansuratataugambar yang disiarkan,

dipertunjukanatauditempelkan (menistadengansurat),

makapelakudapatdijeratatauterkenasanksihukumpasal 310 ayat (2) KUHP.

3. Jenis-JenisPenghinaandalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaanatau yang seringdisebut juga

sebagaipencemarannamabaiksecaraharfiahdiartikansebagaisebuahtindakan yang

merugikannamabaik dan kehormatanseseorang. Berdasarkanketentuan yang ada di

dalam KUHP, adaenammacampenghinaanataupencemarannamabaik, yakni:

19AdamiChazawi. TindakPidanaInformasi&TransaksiElektronik. (Malang: Media Nusa
Creative, 2015), hal. 77

20Lamintang.Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,1997), hal.
192
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a. Menista/smaad (pasal 310 KUHP)

Barangsiapasengajamerusakkehormatanataunamabaikseseorangdenganjalanmenud
uhdiamelakukansuatuperbuatandenganmaksudnyataakantersiarnyatuduhantersebut
, dihukumkarenamenista, denganhukumanpenjaraselama-lamanya 9
bulanataudendasebanyak-banyaknya Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
Dalampasaltersebutmengandungbeberapaunsurpentingyaitu:

- Dengansengaja

- Menyerangkehormatanataunamabaik orang

- Menuduhmelakukansuatuperbuatantertentu

- Denganmaksud yang nyatasupayadiketahuiumu,

Jika kitamengacu pada unsurdiatas,

makapencemarannamabaikdapatditafisrkansebagaidelikmateril.

Delikmaterilmerupakandelik yang dapatdipidanajikaakibat yang

dilarangtelahmuncul.

b. Menistadengan Tulisan/smaadschrift(pasal 310 ayat (2))

Kalauhalinidilakukandengan tulisan ataugambar yang

disiarkankepadaumumatauditempelkan, maka yang

berbuatitudihukumkarenamenistadengan tulisan denganhukumanpenjaraselama-

lamanyasatutahunempatbulanataudendasebanyak-banyaknya Rp.300,-

Dalampasaliniberfokus pada tulisan. Tulisan

adalahhasildaripekerjaanmenulisbaikdengantanganmaupunalatapapun yang

wujudnyaberuparangkaian kata-kata/kalimatdalam Bahasa apapun yang

isinyamengandung arti tertentu, ataumenyerangkehormatan dan namabaik orang di

atassebuahkertasataubendalainnya yang sifatnyadapatditulisi.

c. Memfitnah/laster (pasal 311 KUHP)
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Barangsiapamelakukankejahatanmenistaataumenistadengan tulisan

dalamhaliadiizinkanuntukmembuktikan dan

jikatuduhanitudilakukannyasedangdiketahuinyatidakbenar, dihukumkarena salah

memfitnahdenganhukumanpenjaraselama-lamanyaempattahun.

Kejahataninitidakperludilakukandimukaumum,

sudahcukupbiladapatdibuktikanbahwaadamaksuduntukmenyiarkantuduhantersebut

.

d. PenghinanRingan/eenvoundigebelediging(pasal 315)
Tiap-tiappenghinaandengansengaja yang tiadabersifatmenistaataumenistadengan
tulisan,yang
dilakukankepadaseseorangbaikditempatumumdenganlisanataupundengan tulisan
maupundihadapan orang itusendiridenganlisanataupundenganperbuatannya,
begitupundengan tulisan yang dikirimkankepadanya,
dihukumkarenapenghinaanringandenganhukumanpenjaraselama-
lamanyaempatbulanduamingguataudendasebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
Jika penghinaandilakukan di tempatumum yang berupa kata-kata makian yang

sifatnyamenghina, maupunberupaperbuatan.

e. MengadudenganMemfitnah/lasterlijkeaanklacht (pasal 317)
(1)Barangsiapadengansengajamemasukkanataumenyuruhmenuliskansuratpengaduana

taspemberitaan yang palsukepadapembesar negeri
tentangseseorangsehinggakehormatanataunamabaik orang tersebutjaditersinggung,
makadihukumkarenamengadudenganmemfitnahdenganhukumanpenjaraselama-
lamanyaempattahun.

(2)Dapatdijatuhkanhukumanpencabutanhak yang tersebutdalampasal 35.
Dalampasaliniseseorangmenyebarkansuatu tulisan yang

menyebarkanberitabohongtentangkepaladaerahataukepala negara

tetapimengatasnamakan orang lain dalammenyebarkanberitabohongtersebut. Maka

orang tersebutdihukumkarenatelahmengadudenganmemfitnah.

f. Menyuruhdenganmemfitnah/lasterlijkeverdachtmaking (pasal 318)
(1)Barangsiapadengansengajamelakukansuatuperbuatanmenyebabkan orang lain

denganpalsutersangkamelakukansuatuperbuatan yang dapatdihukum,
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makadihukumkarenatuduhanmemfitnahdenganhukumanpenjaraselama-
lamanyaempattahun.

(2)Dapatdijatukanhukumanpencabutanhak yang tersebutdalampasal 35.
Pada pasaliniseseorangmelakukansuatuperbuatan yang dilarang oleh hukum yang

mengatasnamakan orang lain agar orang tersebutdihukumkarenaperbuatan yang

dilakukannya.

UntukmengimplementasikanPenegakan Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh

lima faktor: 1) Undang-Undang, 2) Mentalitasaparatpenegakhukum, 3)

Perilakumasyarakat, 4) Sarana, 5) Kultur21.

C. TinjauanUmumMengenaiPenghinaandalamBentukMenyebarkan Hoax

1. Pengertian Hoax dalam UU ITE

Hoaxadalahinformasipalsu, beritabohong, ataufakta yang

diplintirataudirekayasauntuktujuanleluconhinggaserius (politis). Secara Bahasa

Hoax(synonyms: practical, joke, jest, prank, trick)adalahlelucon, ceritabohong,

kenakalan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya dan

memperdayakan. PengertianHoaxdalampasal 28 ayat (1) Undang-UndangNomor 11

tahun 2008 tentang ITE.

2. Pengertian Media Sosial

PengertianMedia Sosialadalah media digital sebagaitempatterjadinyarealitassosial

pada ruangwaktutakterbatasbagi para penggunanyauntuksalingberinteraksi. Para

ahlimendefinisikanpengertian media sosialdenganstrukturbahasa yang berbeda,

21Abdul Wahid.KejahatanMayantara.(Bandung: Refika Aditama,2010), hal. 136
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namuntetapdalammakna dan nilai yang sama. Nilai-nilai yang ada di

masyarakatmaupunkomunitas juga munculbisadalambentuk yang samaatauberbeda di

internet. Pada dasarnya, beberapaahlimenggambarkanpengertian media

sosialtidakterlepasdariapa yang terjadisaatini di dunia. Dengansatukontenunik di

media, khalayakataumasyarakatdapattergeraksecaramasif.22

Dengansatukontenunik di media,

khalayakataumasyarakatdapattergeraksecaramasif. Pada media sosialsering juga

ditemuikonten-konten yang berisimuatannegatifatauillegal contents. Illegal

Contentsmerupakankejahatandenganmemasukkan data atauinformasike internet

tentangsesuatuhal yang tidakbenar, tidaketis, dan

dapatdianggapmelanggarhukumataumenggangguketertibanumum23.Fungsi media

sosial juga tidakterlepasdaripengertian media sosialsosialitusendiri, yaitusebuah

media online yang memungkinkan Anda dan para pengguna lain

bisadenganmudahberpartisipasi, berbagi, dan menciptakankonten yang bermanfaat.

Media sosialsaatinimeliputi blog, jejaringsosial, wiki, forum, dan dunia virtual yang

merupakanbentuk media sosial yang paling umumdigunakan oleh masyarakat di

seluruh dunia. Saatteknologi internet dan mobile phone (smartphone) semakinmaju,

makapengertian media sosial dan perannyaikuttumbuhdenganpesat. Saatini,

untukmengaksesinstagrammisalnya, Anda sudahbisamelakukan di mana saja dan

kapansajahanyadenganmenggunakansebuahmobile phone.

3. Unsur-UnsurTindakPidanaPenghinaanDalamBentukMenyebarkan Hoax

22https://blog.sribu.com/id/pengertian-media-sosial/
23ShiddiqArmia.PerkembanganPemikiranDalamIlmu Hukum.(Jakarta: Pradnya

Paramita,2003), hal. 119
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Setiap orang yang

melakukanperbuatanmengarahkepadatindakpidanapenghinaanituharusterlebihdahulu

mengandungunsur-unsurpenghinaanapabilainginditetapkanbersalah. Ada

beberapaunsur yang harusdicermatidalampasal 310 ayat (1) yaitu:

Unsurkesengajaanmenyerangkehormatanataunamabaikseseorangdenganmenuduhkans

esuatuhal dan unsurmaksuduntukdiketahuiumum.

Sementaraunsurtambahandalampasa 310 ayat (2) adalahunsurdilakukandengan tulisan

ataugambaran yang disiarkan, dipertunjukkanatauditempelkandimukaumum.

Unsurkesengajaanbisaditafsirkandariperbuatanatausikap yang

dianggapsebagaiperwujudandariadanyakehendakuntukmenghina dan

penyebarluasandaripernyataan yang menyerangnamabaik dan kehormatan orang lain.

4. KetentuanPidanaPencemaran Nama BaikDalamBentukMenyebarkan Hoax

MenurutUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 TentangInformasi dan

TransaksiElektronik

Orang yang melakukanpencemarannamabaiksebagaimanadiaturdalampasal 310

KUHP

haruslahmenyerangkehormatanataunamabaikseseorangdenganmenuduhkansuatuterha

dapnya, dengantujuandiketahuisecaraluas,

tindakaninidiancamdenganpenjaramaksimalsembilanbulan. SedangkandalamUndang-

UndangNomor 19 tahun 2016 tentanginformasi dan transaksielektronikpasal 45 ayat

(3) dijelaskanbahwasetiap orang yang dengansengaja dan

tanpahakmendistribusikaninformasielektronik yang

bermuatanpenghinaanmakadipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 tahun.
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Makadenganinikitamengetahuiapabilaseseorangdengansengajamenyiarkankontenberi

sipenghinaanterhadapmartabatseseorangmaka orang tersebutsudahmelanggarUndang-

UndangNomor 19 tahun 2016 tentang ITE. BeritabohongatauHoax yang

disebarkanmelalui media sosial yang

bukanbertujuanuntukuntukmenyesatkankonsumen, dapatdipidanamenurut UU ITE

tergantungdarimuatankonten yang disebarkanseperti:

a. Jika bermuatanpenghinaan

dan/ataupencemarannamabaikdipidanaberdasarkanpasal 27 ayat (3) UU ITE.

b. Jika bermuatanmenimbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA

dipidanaberdasarkanpasal 28 ayat (2) UU ITE.

D. TinjauanUmumMengenaiKepala Negara

Kepala Negara adalahsebuahjabatan individual ataukolektif yang

mempunyaiperanansebagai wakil tertinggidarisebuah negara sepertirepublik,

monarki, federasi, persekutuanataubentuk-bentuklainnya24. Kepala negara

mempunyaitanggungjawab dan hakpolitis yang

ditetapkansesuaidengankonstitusisebuah negara. Oleh karenaitu, pada dasarnyakepala

negara dapatdibedakanmelaluikonstitusiberbeda pada negara tertentu di dunia. Di

Indonesia menganutsistempresidensialyaitumenjadikanPresidensebagaiKepala

Negara.Presidenmerupakan Lembaga negara yang

memegangkekuasaandibidangeksekutif25.

24https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara/ (diaksestanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00)
25GomgomSiregar,Op.Cit, hal 87
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Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia ininerupakan

Negara Kesatuan yang berbentukRepublik, makaPresiden juga

memilikiduafungsiyaitusebagaiKepala Negara dan KepalaPemerintahan.

SebagaiKepala Negara, Presidententumemilikitugas-tugaskhusus yang

harusdilakukan oleh PresidenselakuKepala Negara. Untukmenentukantugas-

tugastersebut, perlusuatuperaturanperundang-undangandasar yang

telahdisusunsebelumnya agar

dapatmenjadipedomanseorangPresidenuntukuntukmenjalankantugasnyasebagaiKepal

a Negara. Makadariitu di dalamsebuah negara, peranundang-

undangdasarsangatpentinguntukmenentukantugasPresidensebagaiKepala Negara.

TugasPresidensebagaiKepala Negara tercantumdalamperaturanUndang-Undang

Dasar 1945 sebagaiberikut:

1. UUD 1945 pasal 10: Presidenmemegangkekuasaan yang tertinggiatas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

2. UUD 1945 pasal 13 ayat 1: Presidenmemegangduta dan konsul.

3. UUD 1945 pasal 13 ayat 3: Presidenmenerimapenempatanduta negara lain

denganmemperhatikanpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. UUD 1945 pasal 29 ayat 2: Negara menjaminkemerdekaantiap-

tiappendudukuntukmemelukagamanya masing-masing dan untukberibadatmenurut

agama dan kepercayaannyaitu.

5. UUD 1945 pasal 31 ayat 4: Negara memprioritaskananggaran Pendidikan

sekurang-kurangnyaduapuluhpersendarianggaranpendapatan dan belanja.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang LingkupPenelitian

Batas-batasatauruanglingkuppenelitianbertujuanuntukmembatasi dan

memperjelasmasalah yang akandibahasdalamskripsi agar tidakmengembang dan

tidakmenyimpangsehinggapenulisanskripsiberlangsungsecarasistematis dan

terarah.Adapun ruanglingkuppenelitiandalampenulisaninidibatasi pada masalah

yang akan di

telitimengenaiBagaimanaPertanggungjawabanPidanaPelakuPenyebar Hoax yang

DapatMenjatuhkanWibawaKepala Negara dalamKasusPutusan No.

196/Pid.Sus/2019/PN Bks.

B. JenisPenelitian

Jenispenelitianhukuminitermasukpenelitianyuridisnormatifyaitupenelitian

yang berdasarkan pada bahankepustakaan yang ada.

Penelitianinidenganpendekatanstudikasus yang meliputiketentuanperundang-

undangan dan putusanpengadilansertaliteratur-literatur yang

berhubungandenganpokokbahasan.

C. MetodePendekatanMasalah

Dalammelakukanpenelitianini,

dilaksanakanmelaluimetodependekatanmasalahyaitu:

1. PendekatanPerundang-Undangan (Statue Approach)
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Yaitupendekatandenganmenelaahsemuaundang-undang yang terkait dan

menelaahbagaimana hakim memutuskansesuaidenganUndang-

Undangterhadapisuhukum.26.

2. PendekatanKasus (Case Approach)

Dalampenulisanini, penelitianmenggunakanmetodeiniuntukmengetahuialasan-

alasanhukum yang digunakan hakim dalammemutuskan dan

memberikanputusan yang sudahberkekuatanhukumtetapterhadapisuhukum27.

D. SumberBahan Hukum

Dalampenulisanskripsiini, yang menggunakanjenispenelitiannormatif,

makasumberbahanhukum yang digunakanadalah :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitubahanhukum yang terdiridarisemuadokumenperaturanmengikat dan

ditetapkan oleh pihakberwenangyaituperaturanperundang-undanganbaik di

bidanghukumpidana dan hukum acara pidana yang terdiridari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahanUndang-

UndangNomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan TransaksiElektronik.

26Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum (Jakarta: Pranada Media Grup, 2015), hal. 136
27Ibid., Hlm.158
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c. Putusan No.196/Pid.Sus/2019/PN.Bks.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitubahanhukum yang memberikanpenjelasanterhadapbahanhukum primer,

yaknihasilkarya para ahlihukumberupabuku-buku dan pendapat-pendapat para

sarjana. Dan juga termasukdokumen yang

merupakaninformasiataubahankajiantentangperbuatantindakpidana ITE

seperti:

a. Buku-buku yang berhubungandenganhukum

b. Jurnal-jurnalhukumdarikalanganpraktisihukum dan akademishukum yang

adahubungandenganpenelitianini.

3. Bahan Data Tersier

Bahanhukum yang

memberikanpetunjukataupenjelasanbermaknaterhadapbahanhukum Primer

dan bahanhukumSekunder, yaituKamus Hukum.

E. MetodePenelitian

Adapun penelitianinimetodeanalisis yang dilakukanuntukmengumpulkan data

dengancarastudikepustakan. Dalampenelitianini, bahanhukum primer

peraturanperundang-undanganyaituUndang-Undang No 19 Tahun 2016

tentangPerubahanUndang-Undang No 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan

TransaksiElektronik. BegitupunpenelitianBahanHukum

Sekunderberupapublikasitentanghukum, berbagailiteratur yang

berkaitandenganmasalah yang
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ditelitisertamengutipbeberapapendapatsarjanakemudianmenyusunnyadengansistemati

suntukmenjawabpermasalahan pada Putusan No.196/Pid.Sus/2019/PN Bks.

F. AnalisisBahan Hukum

Bahanhukum yang dilakukandalampenulisanskripsiiniadalahdengancarakualitatif,

yaituanalisisterhadapisiputusanPengadilan Negeri Bekasi

No.196/Pid.Sus/2019/PNBks. Tentangdasarpertimbangan hakim

menjatuhkanpidanakepadapelaku yang menyebarkanberitabohongatauHoax,

kemudiandilakukanpembahasan dan penafsiran yang ada pada

akhirnyadapatditarikkesimpulantentangpenjatuhanhukuman oleh hakim

itutepatterhadapterdakwa.


